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BANDUNG, Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung mulai mengebut
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda ini sudah mendesak.
Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan Menteri Sosial (Permensos) banyak berubah.
“Ada hal-hal yang perlu disesuaikan, terutama soal penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS),” ujarnya.

Iman mengatakan, beberapa pasal lama sudah tidak relevan. Contohnya, soal undian dan
kegiatan sejenisnya kini tak lagi diatur dalam perda. “Itu diserahkan ke regulasi yang berlaku
di tingkat pusat,” tambah politisi PKS ini.

Baca Juga:Bandung Tembus 3 Besar Destinasi Wisata Asia Versi Agoda

Menurutnya, perubahan kali ini juga menyangkut penyesuaian muatan lokal. “Kalau yang
sifatnya nasional, ya tetap kita ikuti. Tapi kalau ada ruang untuk kebijakan daerah, akan kita
sesuaikan. Karena urusan kesejahteraan sosial ini sifatnya kemitraan. LKS memang tidak di
bawah Pemkot, tapi perizinannya tetap lewat pemerintah kota,” jelasnya.

Iman menilai, pelayanan sosial tidak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah. Salah satu
contoh, dalam penyaluran bantuan sosial yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN)—pengganti DTKS—penerima hanya mencakup desil 1 sampai 5.

“Masalahnya, masih banyak warga yang butuh bantuan tapi tak masuk dalam kategori itu.
Nah, di sini LKS bisa turun tangan,” tegasnya.

Baca Juga:BPTPH Jawa Barat Boyong Semua Penghargaan Tingkat Nasional
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Ia mencontohkan, ketika ada warga butuh kursi roda, Pemkot tidak bisa langsung memberi
karena harus menunggu proses pengajuan dan anggaran. “Kalau LKS, bisa lebih cepat.
Mereka bisa langsung bantu tanpa birokrasi panjang,” ujarnya.

Saat ini, di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung tercatat sekitar 90 LKS, namun yang
aktif hanya sekitar 60 lembaga. Beberapa yang sudah dikenal masyarakat antara lain Rumah
Zakat, Rumah Yatim, dan Salman.

“Ke depan, kita akan cek lagi mana yang sudah berbadan hukum. Kita juga sedang
menyusun peta kebutuhan dan peta masalah. Dari situ bisa dilihat arah kebijakan sosial kota
ini mau dibawa ke mana,” tutur Iman.

Dalam pembahasan Pansus, ada sekitar 40 pasal yang dikaji, dengan 19 perubahan utama
yang jadi fokus. Pansus sudah dua kali menggelar rapat bersama tim penyusun dan tim
pelirik untuk menyisir setiap poin perubahan.

“Daerah lain seperti DKI Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta sudah lebih dulu
menyelesaikan perda sejenis. Kita bisa ambil referensi dari sana supaya hasilnya lebih
komprehensif,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya
Impostor Syndrome: Ketika Rasa Tidak Layak Bikin Kamu Ragu Sama Diri Sendiri
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